BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISAS] DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS
DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN KEPULAUAN SBANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendorong pertumbuhan ckonomi
Daerah melalui  peningkatan investasi, pelayanan
terhadap masyarakat dan dunia usaha, maka bidang
Penanaman Modal dipandang perlu diwadahi dalam satu
Lembaga/Organisasi,

b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (2)
huruf 1, dimana salah satu kewenangan Daerah dalam
urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar meliputi penanaman modal, sehingga
perlu  dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



Mengingat
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¢ . bahwa Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 pasal

11 ayat 3}, dimana penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu  Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan
oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (BPMPTSP);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurul a, huruf b dan huruf c, maka perlu
melakukan perubshan terhadap Peraturan Daerah Nomor
16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten
Kepulauan Sangihe yang telah beberapa kali diubah.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1 di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822) sebagaimana telah diperbaharui dalam Undang-
Undang Nomor & Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007
tentang  Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4691);

Undang-Undang Nomor & Tahun 1968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran WNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan HKeuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438},

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 lentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan  Wilayah Pesisir dan  Pulau-Pulau  Kecil
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan  Pulau-pulau  Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 5490);



8.

10.

11.

12.
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Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587);

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5121}




14.

16.

17.
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Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil {(Lembaran Negara Republik
wlonesia Taliun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Tndonesia Nomor 4015) sebagaimana
wwlah diubah dengan Peraluran Pemerintah Nomor 54
‘whun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan
Cemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Cegawail Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4332);

- Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

19, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Sangihe dan Talaud Menjadi
Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5357);

20, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman
Maodal,

2 1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar
Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha vang
Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Maodal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomaor
93);

22. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan  Pelavanan Terpadu  Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
221);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman dan

Pengelolaan Keuangan Daerah;
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

25, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kola;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Umt

Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;

27, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tehun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulaunan Sangihe Nomor
10 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 10);

29, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor

16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten
Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerabh EKabupaten

Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
cdan

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE




Monctapkan
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MEMUTUSEAN

- PERAT 'RAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT

ATAS  "ERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANI; ORGANISAS! DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN "ERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA
TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

Pagal |

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis
Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun
2008 Nomor 16) yang telah beberapa kali diubah dengan

a. Nomor 4 Tahun 2012 ten tang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Draerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain
Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomaor 4):

b. Nemor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah  Nomaor 16 Tahun 2008 tentang
Organisasi  dan  Tata Kerja  Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis
Daerah, dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tahun 2013 Nomor 9;



.

Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain
Kabupaten Kepulauan Sanghe (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2014,

diubah sebagai berikut :

L.

Diantara angka 9 dan angka 10 Pasal 1 BAR [ disisipkan 1
[satu) angka yaitu angka 9A serta ketentuan BAB | Pasal
1 angka 15 dihapus, sehingga BAB 1 Pasal 1 berbunyi
schagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan -

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan vang menjadi
kewenangan daerah otonom;

3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu
Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
dacrah  yang terdiri dari  Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis
Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan:

4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah  vang  berkedudukan  sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;
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10.

11.

12.

13.

14,

15.
16,
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Sekretariatl  Daerah  selanjutnya disingkat SETDA
adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe;

Sekretaris  Daecrah  selanjutnya  disingkat SEKDA
adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe;
Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kepulauan
Sangihe;
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe;

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu adalah Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan
Sangihe;

Lembaga Teknis Daerah selanjutnya disingkat LTD
adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe;

Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai
pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan
tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan
sebagai Perangkat Daerah;

Perbatasan adalah daerah atau jalur pemisah antara
Negara,

Pulau-Pulau Kecil adalah Pulau dengan luas area
kurang atau sama dengan 2000 km?;

Pulau-Pulau Terluar adalah Pulau yvang memiliki titik-
titik dasar koordinat geografi yang menghubungkan
garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan Hukum
Internasional dan Rasional;

dihapus;

[jin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah
atau  Peraturan lainnya wvang merupakan bukt
legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya
seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau
kegiatan tertentu;




17.

18.

19.

20,
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Perijinan adalah pemberian legalitas kepada orang
atau pelaku usaha / kegiatan tertentu baik dalam
bentuk ijin maupun tanda daftar usaha;
Penyederhanaan pelayanan adalah upaya
penyingkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya
pemberian perijinan non perijinan:

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan
penyelenggaraan  perijinan dan  non perijinan  yang
proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan
sampal ke tahap terbitnya dokumen dilakukan SECAra
terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;

Tim Teknis adalah Kelompok Kerja yang terdiri dari
unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait

yang mempunyal kewenangan untuk memberikan

pelayanan perijinan,

Diantara huruf g dan hurul h  Pasal 2 ayat (2) BAB I
disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf g.1 serta ketentuan
BAB Il Pasal 2 ayat (3) hurul b dihapus, sehingga BAB II
Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Dacrah ini dibentuk Organisasi dan

Tata Kerja :

4. Inspektorat;

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:
¢. Lembaga Teknis Daerah;

d. Lembaga Lain.
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{2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1} huruf ¢, meliputi :

&,
b.

C.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Badan Pemberdayaan Masyarakat;

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan
Pelatihan,

Badan Ketahanan Pangan;

Badan Lingkungan Hidup;

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan;

Badan Pengelola Perbatasan;

.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintuy;

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasti,
Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage
Tahuna.

(3} Lembaga Lain scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf o, meliputs :

.

b.

Satuan Polisi Pamong Praja;

dihapus.

Ketenituan BAB [l Bagian Keempat Paragral 2 Pasal 7

ayat {1}, ayat (2) dan ayat (3} dihapus, sehingga Paragraf 2
Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berbunyi sebagai
berikut :

Paragrafl 2

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN

TERPADU dihapus

Pasal 7

(1} Dihapus

(2) Dihapus
(3] Dihapus
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4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 Bagian Kedua
BAB IV diubah, sehingga Bagian Kedua Pasal 9 ayat (1)
dan ayat (2} berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 9

{1} Susunan Organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, terdiri dari :

a.
b.

Kepala Badan;

Sckretaris, membawahkan ;

1. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan
dan Pelaporan;

2. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian;

3. Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Sumber

Daya, membawahkan :

1. Sub Bidang Penelitian dan Ewvaluasi
Pembangunan;

2. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya.

Bidang Perencanaan Kelembagaan Pembangunan

dan Sosial Budaya, membawahkan :

1. Bub Bidang Kelembagaan Pembangunan;

2. Bub Bidang Perencanaan Sosial Budaya.

Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Sarana

Prasarana Wilayah membawahkan :

1. Sub Bidang Tata Ruang;

2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah,

Bidang Perencanaan Ekonomi dan Penanaman

Modal, membawahkan :

1. Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Ekonomi;

2. Sub Bidang Koordinasi Perencanaan
Penanaman Modal.
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g. Unit Pelaksana Teknis;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2} Struktur Organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam
lampiran | Peraturan Daerah ini.

Diantara Bagian Kesembilan dan Bagian Kesepuluh BAB
IV disisipkan satu Bagian yakni Bagian Kesembilan A,
serta diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan satu pasal
vakni Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan A
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 16A

(1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu :
a, Kepala Badan;
b. Sekretaris membawahkan !
1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
2. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
¢. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
1. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama
Penanaman Modal;
2. Sub Bidang Administrasi Penanaman Modal.
d. Bidang Pelayanan Perijinan, membawahkan :
1. Sub Bidang Pelayanan Perijjinan dan Non
Perijinan;

2. Sub Bidang Insentif dan Kemudahan.



15.

e. Bidang Informasi dan Pengembangan,
membawahkan :
1. 5Sub Bidang Informasi dan Pengaduan;
2. Sub Bidang Pengembangan.
f. Bidang Pengendalian dan Pengawasan
membawahkan:
1. Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan
Perjinan;
2. Bub Bidang Pengendalian dan Pengawasan
Penanaman Modal,
g. RKelompok Jabatan Fungsional;
h. Tim Teknis.

(2) Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan

Pelavanan Terpadu Satu Pintu  sebagaimana

tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan BAB IV Bagian Ketigabelas Pasal 20 ayat (1)
dan ayat (2) dihapus, schingga Bagian Ketigabelas Pasal
20 ayvat (1) dan ayat (2] berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keligabelas

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU dihapus

Pasal 20

(1) Dihapus
(2) Dihapus
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Pasal oI

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Daerah
penempatantya dalam Lembaran Daerah

Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna

memerintahkan

ni dengan

Kabupaten

pada tanggal, 30 Desember 2014

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

MR

WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 7

TAHUN 2014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, PROVINSI

SULAWESI UTARA (5 / 2014)












